DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Madjedi Hasan, Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Keadilan Dan
Kepastian Hukum, Jakarta: Fikahati Aneska, 20009.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
1993.

, Hukum Perikatan, Bandung : Alumni, 2002.

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika,
Jakarta, 2008.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak
Komersial, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak. Rajawali Pers.
Makassar. 2007.

Ali Achmad Chomsah, Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Hak Atas
Tanah, Jakarta: Prestasi Pustaka Publishier, 2003.

Andrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010.

Arthur Lewis, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, penerjemah Derta Sri Widowatie,
Bandung: Nusa Media, 2009.

Bachtiar Efendi, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah. Bandung : Alumni,
1993.

Boedi Harsono, “PPAT Sejarah, Tugas dan Kewenangannya”, Majalah Renvoi,
No. 884. 1V, Januari 2007, Jakarta

, Hukum Agraria di Indonesia : Himpunan Peraturan-
Peraturan Hukum Tanah. Jakarta : Djambatan, 2002.

, Hukum Araria Indonesia: Sejarah Pembuatan Undang-
Undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta, 1999.

Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Jakarta :
Grasindo, 2001.

Effendi Peranginangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut
Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2007.

G. Kartasapoetra, dkk. Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan
PendayagunaanTanah, Jakarta : Bina Aksara, 1985.



G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement),
PenerbitErlangga, Jakarta, 1999.

, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga, Jakarta : PT.
Gelora Aksara, 1992.

H. Salim, HS., Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

H.F.A.Volmar, Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S.
Adiwinata), Jakarta : Rajawali Pers, 2004.

Habib Adjie, Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat
Publik, Bandung: Refika Aditama, 2017.

, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan
Tulisan), Bandung : CV. Mandar Maju, 20009.

Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustitia, Yogyakarta,
2009.

Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law, Jakarta : Sinar
Harapan, 1993.

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, St. Paul Minn.: West Publishing
Co., 1991.

Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum
Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, alih bahasa
Tristam P. Moeliono, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan,
Jakarta : PT Cirra Adtya Bakti, 2015.

, Artikel “Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlak”. Majalah
Renvoi, Edisi Tahun I. No. 10. Bulan Maret 2004.

Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola,
Surabaya, 2003.

J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, Penyalahgunaan Keadaan, Kursus
Hukum Perikatan-Bagian Ill, terjemahan Sudikno Mertokusumo, Dewan
Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum
Perdata, Medan, 31 Agustus - 12 September 1987.

Jan Michael Otto, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam
Moeliono, Jakarta : Komisi Hukum Nasional, 2003.

Jimly Asshiddigie, “Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta
Tanah”, Media Notariat Edisi April-Juni 2003.



John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan. Jakarta : Sinar Grafika,
1993.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, Jakarta : Pradnya
Paramita, 2002.

Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Bina IImu, Jakarta, 2004.
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta : Center For
Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), 2003.

Philipus M. Hadjon, Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, Surabaya
Post, 31 Januari 2001

Prajudi Admosudirjo, Teori Kewenangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan),
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.

R. Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta. PT. Intermasa, 2010.
R. Suryatin, Hukum Perikatan, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.

R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut
Hukum Perdata, Bandung: Mandar Maju, 2000.

R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung : Sumur, 2003.

R. Soegondo Notodisoerjo, Tata Cara Pengangkatan Pejabat Umum, Jakarta :
Intan Pariwara 1989.

Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. PT. Alumni,
Bandung. 2013.

Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta: Program
Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, FH Universitas Indonesia, Jakarta,
2008.

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta :
Sinar Grafika, 2006.

Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni,
2008.



Shinta Chistie. Apek Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Tahapan
Jual Beli Hak Atas Tanah. Tesis. Universitas Indonesia. 2012.

Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta,
Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka
Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan
keempat, Jakarta : Universitas Indonesia, 1999.

, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ill, Jakarta: UIl-Press,

1986.
Subekti R, Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta, 1989.

, Hukum Perjanjian, cet. 12, Jakarta: PT Intermasa, 1990.

Sudikno Martokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Penerbit
Liberty, 1998.

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Buku Kesatu,
Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta : Kasius,
1982.

W. Friedmann, Legal Theory, Fourth Edition, London: Stevens & Sons Limited,
1960.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (KUHPerdata)

, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah

, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
124/PDT.G/2017/PN.Jkt. Sel.




JURNAL

Ima Erlie Yuana, Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya
terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Program Studi Magister
Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang,
2010, him. 42.

J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, Penyalahgunaan Keadaan, Kursus
Hukum Perikatan-Bagian Ill, terjemahan Sudikno Mertokusumo, Dewan
Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum
Perdata, Medan, 31 Agustus - 12 September 1987.

Rahmad Hendra, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang
Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru, Jurnal
IImu Hukum, VVolume 3 No. 1.





